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Nomor

Lampiran

Perihal ;. Pengajuan Mutasi
Obyek / Subyek PBB
Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Dacrah
Kabupaten Majene

Sehub dengan terjadinya ksi : Jual / Beli / Hibah / Waris/

b

Dimohon untuk diadakan perubahan data obyek / subyek PBB, atas :

Nomor Obyek Pajak / NOP

Nama Wajib Pajuk

Alamat

Letak Obyek Pajak

Nomor SPPT

Menjadi

1. Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak
Alama Wajib Pajak

3. Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak

Untuk Proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

. Foto Copy SPPT PBB dan tanda Bukti Pembayaran (STTS ) PBB Tahun................

( Tahun terakhir ) ;

2. Foto copy KTP/KSK, atau Identitas lain ;

3. Salah satu bukti Surat Tanah/Bangunan, antara lain ;
— Sertifikat
— Akte Jual Beli/ Hiba/ Waris ;
— ljin Mendirikan Bangunan (IMB);

— Surat Keterangan dari Lurah ;

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa / Kelurahan Pemohon,

NIP.



No. Formulir :] l:] E

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir)

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK | disi oloh wajib pajok

Beri landa silang pada kolom yang sesuai

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

1. JENIS TRANSAKSI D 1.Perckaman Data I:] 2. Pemutakhiran Data D 3. Penghapusan Data

PR DT KEC KEL/DES BLOK NO. URUT KODE

2NOP ) ] )| ) Il el
anopeersama [ ] [ [ [ | L W
4. NOP ASAL | | [ [ ;| JEE -l
5.NOPSPPTLAMA [ |

B.DATAOBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7. BLOK/KAV/NOMOR
[ ] ]
8. KELURAHAN / DESA 9.RW  10.RT

C.DATA'SUBIJEK PAJAK

1.status [Jaeemiuk  [J2.penvewa  [] 3.pencetowa  []a.pemakai [ . SENGKETA

12. PEKERIAAN || 1.PNS *) [J 2. aerie) [] s.pensiunan+) [Ja.saoan [ s.tamnva
13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWP

15. NAMA JALAN 16. BLOK/KAV/NOMOR
i |

17. KELURAHAN/DESA 1BRW 19T

20. KABUPATEN / KOTA

21. NOMOR KTP

D.DATATANAH

22. LUAS TANAH ( ]

23. ZONANILAITANAH  [_]

M2
24 JENISTANAH [ 1. Tanah + [ 2. kavling [[]3. Tanan [Ja. rasiiitas
Bangunan Siap Bangun Kosong Umum
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun,
B — ER
Dilanjutkan di vy
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E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN D:D

‘ F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini tormasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap

menurul keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah No. .......... Tahun 2010
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN
KUASANYA

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mondaftarkan sendiri Objek Pajak supaya monggambarkan Skel/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak ditorimn oloh Subjok Pajak sosuai Pasal 11 ayat (2) Porda No. .......... Tahun 2010

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGUBLNTHN) | | T/ T T [/ T [ ]  33.manceacaewsinauny [ [ [/ [ [/ [ ]
30. TANDA TANGAN 34. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS 35. NAMA JELAS

el | I T LI T T LI T T I 1] el TTTTTITTITITITILIILE

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran
Keterangan :

- Gambarkan skeVdenah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
Jalan p I, jalan lingkungan dan lain-lain, yang JI. Kerinci

mudah diketahui oleh umum.
- batas-batas pemil utara, Karno Joni

selatan, timur, barat,

Burhan
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Analisis Pengumpulan Reduksi Data Penyajian Data Penarikan
Data Data (Data (Data Display) Kesimpulan
Efektivitas (Data Reduction) / Verifikasi
Pemungut Collection)
an PBB
Mekanism | Hasil 1) Mekan 1) Mekanis | Mekanisme
e dan wawancara isme me dan
Prosedur | dengan Pemu Pemung | Prosedur
Pemungut | beberapa nguta utan Pemunguta
an PBB narasumber : n PBB PBB n Pajak
1) BapakM | Penerbitan Penerbitan Bumi  dan
uh. SPPT dimulai | SPPT Bangunan
Safwan, | dari 2) Prosedu | telah
SE.MM | menetapkan r dilaksanaka
(Kepala | besar Pemung | n sesuai
Bidang pajaknya, utan dengan
Pendap | dilanjutkan PBB aturan yang
atan ll) | dengan 1.Pendataan berlaku
Pendataan penerbitan dan Pendaftaran | namun
dilakukan  jika | Surat 2.Pembayaran terdapat
turun langsung | Pemberitahua | Pajak beberapa
mendata n Pajak tantangan
sedangkan pada | Terhutang yang dapat
proses (SPPT). SPPT mempengar
pendaftaran kemudian uhi
kalau ada wajib | didistribusikan efektivitasny
pajak mau | mulai dari a. Kendala
mendaftarkan kecamatan utama
langsung hingga termasuk
setelah didaftar | kelurahan/des rendahnya
ditetapkan a, yang kesadaran
sebagai  wajib | selanjutnya wajib pajak
pajak, kemudian | didistribusikan terhadap
dihitung besar | ke kepala kewajiban
pajaknya, lingkungan pembayaran
berapa atau kepala pajak,
luasannya, ada | dusun. Kepala optimalisasi
bangunan atau | lingkungan penagihan
tidak, listriknya | dan kepala oleh kolektor
berapa, dusun pajak, dan
lantainya bertanggungja ketidakakur
keramik atau | wab untuk atan  data
semacamnya melakukan dalam SPPT
dan dindingnya | penagihan akibat
dari tembok atau | pajak, dan kurangnya
kayu semua | hasilnya pelaporan
masuk  dalam | disetor mutasi.
kriteria  dalam | langsung ke Selain ity,
menghitung. kas  daerah, ada
SPPT kemudian | bukan ke pemahaman
dikeluarkan Badan keliru di
setelah  besar | Pendapatan masyarakat
pajaknya Daerah. terkait
ditetapkan. Prosesnya hubungan
SPPT melibatkan antara
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selanjutnya survei lokasi kepemilikan
didistribusikan sebelum pajak sertifikat dan
ke kecamatan, | dapat kewajiban
dari kecamatan | diproses, dan PBB.
nanti yang | jika terjadi Meskipun
distribusi ke | sengketa pendataan
kelurahan/desa. | mengenai properti
kemudian tanah atau dilakukan
kelurahan/desa | lokasi secara rinci,
mendistribusika | tersebut, wajib masih ada
n ke kepala| pajak harus SPPT
lingkungan dan | menyelesaika bermasalah,
atau kepala | n sengketa terutama
dusun. nanti | tersebut terkait tanah
kepala sebelum tanpa
lingkungan dan | proses bangunan
kepala  dusun | dilanjutkan. atau
dia yang pergi | Masih ada pembaruan
menagih. beberapa data. Dalam
kemudian hasil | SPPT yang proses
tagihannya bermasalah, pembayaran
disetor langsung | seperti properti pajak, ada
ke kas daerah | yang hanya dua metode
bukan ke badan | memiliki tanah yang
pendapatan tanpa tersedia,
daerah. bangunan, tunai dan
untuk atau SPPT nontunai,
pembayaran yang belum namun,
ada 2 vyaitu | diperbarui. Hal pemahaman
dengan tunai | ini sering keliru
dan  nontunai, | terjadi karena masyarakat
untuk tunai | waijib pajak terkadang
disetor ke | yang membeli menyulitkan
kepala tanah tidak proses
lingkungan yang | meminta SPPT tersebut.
kemudian sebelumnya Oleh karena
menyetor ke kas | dari pemilik itu, perlu
daerah. pisa | sebelumnya adanya
juga wajib pajak | dan akhirnya upaya lebih
yang membayar | mengeluarkan lanjut untuk
menggunakan SPPT baru meningkatk
gris atau via | atas nama an
virtual account | yang berbeda kesadaran
billing. untuk  objek masyarakat,
2) lbu pajak yang optimalisasi
Huduriy | sama. penagihan,
ana,SE dan akurasi
(Kepala 2) Prose data guna
Sub. dur meningkatk
Bidang Pemu an
PBB P2) nguta efektivitas
Persyaratannya n PBB mekanisme
itu mengajukan dan
berkas, kalau | Dilakukan prosedur
objek pajak baru | proses perpajakan.
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KTP, sertifikat

difotokopi
semua. PBB
baru itu

melampiri PBB
tetangga, terus
kalau mutasi
atau balik nama
tidak melampiri
PBB.

survei dulu
untuk liat
lokasinya baru
kemudian bisa
diproses. Yang
jadi masalah jika
tanah atau
lokasi tersebut
sengketa, jadi
nanti wajib pajak
yang selesaikan
yang
bersangkutan
baru kemudian
bisa  diproses.
masih  banyak

pendataan dan
pendaftaran.
Pendataan
dilakukan
dengan turun
langsung ke
lapangan
untuk
mengumpulka
n informasi
properti yang
akan
dikenakan
pajak.
Sementara
proses
pendaftaran
terjadi  ketika
wajib pajak
mendaftarkan
properti
mereka
setelah
ditetapkan
sebagai waijib
pajak, di mana

SPPT yang | berbagai
bermasalah informasi
seperti  masih | seperti luas
banyak  SPPT | tanah,
yang bumi saja | keberadaan
belum ada | bangunan,
bangunannya, penggunaan
SPPT yang | listrik, jenis
belum lantai, dan
terupdate. bahan dinding
pembayaran digunakan
tunai itu wajib | untuk
pajak yang | menghitung
datang jumlah  pajak
membayar, terus | yang harus
dia bawa | dibayarkan.
potongan Persyaratan
SPPTnya pendaftaran
kemudian  kita | termasuk
hitung baru kita | pengajuan
berikan slip | berkas seperti
setoran. KTP dan
3) Adyar fotokopi
Nawam | sertifikat,
Fahmi dengan PBB
(Staf) baru
pendaftaran itu | mencakup
sebenarnya informasi
banyak tentang PBB
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masayarakat
yang masih
kurang sadar
untuk
mendaftarkan
tanahnya untuk
diterbitkan PBB
sehingga masih
banyak orang
yang sudah
keluar setifikat
sendiri tapi
PBBnya masih
induk. karena
pemikiran
masyarakat itu
yang penting
ada sertifikat
bukan ada PBB.
baik pendataan
secara  subjek
pajak  maupun
dari objek pajak.
dari objek pajak
misalnya
luasannya harus
sama dengan
sertifikat, nilai

bangunannya
jujga harus
sama.

ada tanah tapi
beberapa SPPT,
itu terjadi karena
misalnya ada
wajib pajak yang
membeli tanah

tapi tidak
meminta PBB
sebelumnya

kepada yang
menjual tanah.
karena wajib
pajak tidak mau
lagi pusing dia
mau membuat
SPPT baru.
akhirnya terbit
SPPT baru atas
nama yang
berbeda dengan
objek pajak yang
sama.

hal yang perlu
perhatikan  itu

properti
tetangga.
Namun, dalam
kasus mutasi
atau
perubahan
kepemilikan,
tidak perlu
melampirkan
PBB.
Tantangan
utama adalah
kurangnya
kesadaran
masyarakat
dalam
mendaftarkan
properti
mereka untuk
PBB, dengan
pemikiran
bahwa
kepemilikan
sertifikat lebih
penting
daripada
kewajiban
PBB.
Terdapat dua
metode
pembayaran
Pajak Bumi
dan Bangunan
(PBB), yaitu
tunai dan
nontunai.
Pembayaran
tunai disetor ke
kepala
lingkungan
yang
selanjutnya
menyetorkann
ya ke kas
daerah.
Sementara
pembayaran
nontunai dapat
dilakukan
melalui QRIS
atau  melalui
virtual account
billing.

Untuk
pembayaran

106



keakuratan data,
terkadang orang
tidak mau
membayar
karena namanya
tidak sesuai.
pemikiran orang
ketika punya
sertifikat
tersendiri itu
secara otomatis
PBB atas
namanya
sementara
kenyataannya
tidak begitu,
pengurusan
sertifikat
berbeda dengan
PBB.

tunai, wajib
pajak datang
secara
langsung
untuk
membayar,
membawa
potongan
Surat
Pemberitahua
n Pajak
Terhutang
(SPPT),
setelah
dihitung,
diberikan slip
setoran.
Penting untuk
memastikan
keakuratan
data, karena
ketidaksesuaia
n nama dapat

dan

menjadi
alasan orang
untuk tidak
mau
membayar.
Banyak yang
menganggap
bahwa
sertifikat sama
dengan PBB
yang otomatis
atas nama
mereka,
padahal
keduanya

adalah dua hal
yang berbeda.

Pemberita | Hasil Pemberitahua 1) Penerbit | Pemberitah
huan wawancara n kepada wajib an uan Kepada
Kepada | dengan pajak  sudah SPPT Wajib Pajak
Wajib beberapa dilakukan 2) Pendistr | telah sesuai
Pajak narasumber : sesuai ibusian prosedur

1) Bapak prosedur ke dengan
Bapak dengan kecamat | menerbitkan
Muh. menerbitkan an, SPPT dan
Safwan, | SPPT  (Surat keluraha | distribusinya
SE.MM | Pemberitahua n kepala | ke  kepala
(Kepala | n Pajak lingkung | lingkungan
Bidang | Terutang). an untuk
Pendap | SPPT dicetak hingga penagihan
atan Il) | kemudian wajib melalui

diberikan ke pajak. kecamatan
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SPPT (Surat
Pemberitahuan
Pajak Terutang)
kami kasi dulu
ke kecamatan
yang kemudian
didistribusikan

ke kelurahan,
dari  kelurahan
distribusikan ke

kepala
lingkungan atau
dusun yang
kemudian

menyampaikan
SPPT.

2) lbu
Huduriy
ana,SE
(Kepala
Sub.
Bidang
PBB P2)

pemberitahuan
kepada wajib
pajak biasa juga
dilakukan

dengan media,
yaitu WA atau
menyurat  dan

menelfon
langsung. jika
dia tidak
membayar

sesuai dengan
tempo jadi tetap
piutang PBBnya.
Ada dendanya
2% dari piutang
PBB. masih
banyak = SPPT
yan g
bermasalah
seperti masih
banyak = SPPT
yang bumi saja
belum ada
bangunannya,
SPPT yang
belum terupdate
kemudian masih
banyak
masyarakat

kecamatan,
dari
kecamatan
didistribusikan
ke kelurahan
yang
selanjutnya
disampaikan
kepada kepala
lingkungan/du
sun yang akan
melakukan
penagihan.
Proses
pemberitahua
n kepada wajib
pajak juga
dapat
dilakukan
dengan
menyurat atau
melalui media
yaitu whatsapp
dan menelfon
langsung wajib
pajak yang
bersangkutan.
Apabila jatuh
tempo masa
pajak setelah
penerbitan
surat
pemberitahua
n sudah lewat
yaitu selama 6
bulan  maka
akan
dikenakan
denda sebesar
2% dari pokok
pajaknya.
Walaupun
wajib pajak
tidak
membayar
pajak selama 5
tahun  maka
denda tersebut
tetap dihitung
hanya sampai
24 bulan.

dan
kelurahan.
Pemberitah
uan
dilakukan
melalui
berbagai
media,
termasuk
WhatsApp,
surat, dan
telepon
langsung.
Denda
sebesar 2%
dikenakan
jika
pembayaran
pajak
terlambat,
dengan
jatuh tempo
6 bulan
setelah
penerbitan
SPPT,
kecuali
untuk pajak
lain yang
memiliki
ketentuan
30 hari.
Namun
dalam
pelaksanaa
nnyan
terdapat
masalah
umum
seperti
kurangnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
PBB,
terutama
saat pajak
naik akibat
perbaikan
rumah.
Besarnya
pajak
tergantung
pada ukuran
dan lokasi
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yang tidak peduli
dengan PBB.
3) Adyar
Nawam
Fahmi
(Staf)
pemberitahuan
kepada  waijib
pajak sudah kita
lakukan sesuai

dengan
prosedur,
dengan
menerbitkan
SPPT. SPPT kita
cetak disini

kemudian  kita
supply turun
sampai ke
kecamatan, dari
kecamatan bagi
ke kepala
lingkungan yang
kemudian
menagih ke
masing-masing
objek pajak.
sesuai dengan
perda jatuh
temponya masa
pajak  setelah
penerbitan surat
pemberitahuan
itu 6 bulan.
pajak-pajak
yang lain itu
memang
ketentuannya 30
hari kecuali PBB
karena masa
penagihannya
itu lumayan
lama dan ribet.
kalau ada
masyarakat
yang mau bayar
setelah jatuh
tempo akan ada
denda sebesar
2% per bulan
dari pokok
pajaknya.
misalnya  ada
pajak yang tidak
dibayar selama

rumabh,
dengan
kawasan
perkotaan
cenderung
memiliki
pajak yang
lebih tinggi.
Masih ada
SPPT
bermasalah,
seperti yang
hanya
mencantum
kan tanah
tanpa
bangunan,
SPPT vyang
belum
diperbarui,
dan
kurangnya
kepedulian
masyarakat
terhadap
PBB.
Evaluasi
lebih lanjut
diperlukan
untuk
meningkatk
an
efektivitas
dan
kesadaran
masyarakat
terkait PBB.
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5 tahun
dendanya
dihitung hanya
sampai 2 tahun
karena
maksimal
hitungan
dendanya itu
sampai 24
bulan,
selebihnya itu
tidak dihitung
4) lbu
Magfira
h (Staf)
pada SPPT yang
tertera  adalah
nama orang
tuanya yang
sudah
meninggal
kemudian tidak
ada yang
membayar pajak
padahal ahli
waris yang
harusnya
melanjutkan
pembayaran.
adapun  salah
satu dari setiap
permasalahan
yang terjadi
yaitu adanya
masyarakat
yang tidak
membayar pajak
karena pajaknya
naik dan dia
tidak sadar
kalau biasa
penyebabnya itu
karena
perbaikan
rumah. semakin
luas rumahnya,
semakin
bertambah
lantainya maka
semakin tinggi
juga
pembayaran
pajaknya.
kemudian jika
lokasinya

110



didalam kota
lebih tinggi
pajaknya
dibandingkan
yang didaerah
pegunungan
atau jauh dari
perkotaan.
Peningkat | Hasil Kontribusi Kontribusi PBB PAD,
an PAD | wawancara Pajak Bumi | terhadap Kontribusi
dengan dan Bangunan | Pendapatan Asli | Pajak Bumi
beberapa (PBB) Daerah (PAD) dan
narasumber : terhadap kurang dari 5%. | Bangunan
1) Bapak Pendapatan (PBB)
Bapak Asli  Daerah terhadap
Mubh. (PAD) masih Pendapatan
Safwan, | relatif kecil, Asli Daerah
SE.MM | kurang dari (PAD) masih
(Kepala | 5%. Meskipun rendah, di
Bidang | upaya telah bawah 5%,
Pendap | dilakukan meski upaya
atan Il) | untuk peningkatan
meningkatkan telah
untuk PBB realisasi PBB, dilakukan.
sebisa mungkin | hasilnya belum Meskipun
peningkatannya | mencapai belum
ada, walaupun 100%. Untuk mencapai
sebenarnya kita | mendorong target
juga tiap tahun ketaatan wajib penuh,
melakukan pajak, kebijakan
pendataan tapi berbagai insentif
costnya untuk kebijakan fiskal,
melakukan insentif fiskal, seperti
pendataan itu seperti pembebasa
kan besar. pembebasan n denda
Hitungan kalau denda PBB, PBB,
kita pihak telah diterapkan
ketigakan diterapkan. untuk
kisaran 15.000 Dalam upaya mendorong
sampai 25.000 meningkatkan ketaatan
per wajib pajak. | kontribusi PBB wajib pajak.
Jadi memang sebagai Walaupun
costnya besar sumber dihadapkan
dan ini yang Pendapatan dengan
belum bisa kita Asli Daerah dampak dari
maksimalkan (PAD), pandemi
dalam terdapat serta
pembiayaannya. | masalah biaya tantangan
Jadi hampir tiap | pendataan biaya tinggi
tahun itu-itu saja | yang tinggi, dalam
karena kita tidak | kurangnya pendataan,
pernah pembaruan kurangnya
melakukan data, dan pembaruan
updating data, tantangan data, dan
tidak melakukan | biaya biaya
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pendataan
secara
maksimal
karena
kekurangan itu.
jadi untuk
peningkatan
PAD kita sudah
berusaha
semaksimal
mungkin supaya
realisasinya
lebih tinggi lagi.
Jadi PBB itu
tidak pernah
100%. kami
keluarkan SPPT
itu tidak pernah
terbayar semua.
jadi paling
realisasinya
tahun lalu hanya
700 juta kita
tingkatkan
sebisa mungkin.
untuk target
mungkin susah
untuk kita
naikkan tapi kita
pacu sekarang
realisasinya kita
coba bagaimana
realisasi ini bisa
meningkat.
kebijakan
khusus
meningkatkan
PAD tahun ini di
Januari-Mei
Bupati
mengeluarkan
SK (Surat
Keputusan)
Bupati tentang
pemutihan
denda atau
disebut dengan
pembebasan
denda.
pembebasan
denda PBB dari
tahun 2022
kebawah hampir
tiap tahun kita
adakan itu. jadi

operasional.
Meski begitu,
fokus tetap
pada

pelayanan di
kantor  untuk
mengatasi
keterbatasan
sumber daya.
Penilaian
keberhasilan
dalam
mengumpulka
n piutang PBB
bervariasi,
terutama
dengan
mempertimba
ngkan situasi
pandemi tahun
sebelumnya.
Pihak
berwenang
tetap
berkomitmen
untuk
meningkatkan
kontribusi PBB
terhadap PAD
meskipun
dihadapi
berbagai
tantangan.

operasional,
pihak
berwenang
tetap
berkomitme
n untuk
meningkatk
an peran
Pajak Bumi
dan
Bangunan
(PBB).
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kalau ada pajak
yang belum
dibayar, yang
dendanya 2%
biasanya kita
adakan itu
insentif fiskal
pembebasan
denda.

2) Adyar
Nawam
Fahmi
(Staf)

kontribusi PBB
terhadap PAD
jumlahnya  itu
kecil kurang dari
5%. untuk
mengukur
keberhasilan
pada piutang itu
tidak ada
patokan. di
pokok tahun
berjalan, untuk
mengukur
keberhasilan jika
mencapai 80%
itu sudah luar
biasa. kalau
dirata-ratakan
setiap tahun itu
sekitar 60-70%
kecuali  waktu
pandemi
kemarin itu tidak
bisa mencapai
50%.
kendalanya
dalam
meningkatkan
kontribusi
terhadap PAD
ini karena
kurangnya biaya
operasional.
bukan kita tidak
mau kerja
karena tidak ada
biaya
operasional, tapi
tidak bisa
dipungkiri
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bahwa bapenda
itu sebagai
penghasil uang
dan tulang
punggung

daerah yang
tidak  memiliki
banyak  biaya

operasional
untuk  mencari
uang. untuk

mengatasi  itu
semampu  kita
hanya
pelayanan di
kantor.
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